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Untuk Keadilan dan Demokrasi

Percepatan Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak di Indonesia
dari Daerah

Pasal 16, Ayat (1) CEDAWmenyatakan bahwa Negara-negara Peserta wajib membuat peraturan-
peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan
yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara
laki-laki dan perempuan, untuk itu menjaminHak yang sama dalam perkawinan.Pasal 26 Ayat (2),
menyatakan bahwa negara yang meratifikasi harus mengambil semua tindakan yang diperlukan,
termasuk perundang-perundangan untuk menetapkan batas usia minimal perkawinan pada anak
perempuan dalam rangka penghapusan perkawinanan anak.

Namun hingga kini, Indonesia belum melakukan ketentuan tersebut Pasal 16 dan Pasal 26 CEDAW.
Sehingga dalam Komentar akhir Komite CEDAW PBB tahun 2007meminta dengan segera agar
Indonesia mengamandemen UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain iu, mengambil serta
melaksankan strategi yang efektif dengan prioritas dan jadwal waktu yang jelas untuk menghapus
diskriminasi terhadap perempuan dalam perkawinan dan hubungan keluarga. Selama 10 tahun .
Komentar Akhir Komite CEDAW PBB ini diulang kembali pada tahun 2017 setelah membaca
laporan Kemajuan pelaksanaan CEDAW di Indonesia yang disampaikan oleh Pemerintah
Indonesia.

Pemerintah Daerah dan masyarakat yang telah menyadari dampak buruk dari perkawinan anak,
mendorong terbangunnya Gerakan Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak. Gerakan ini
mulai tumbuh di berbagai wilayah di Indonesia. Di Nusa Tenggara Barat (NTB), bersama-sama
masyarakat Pemerintah Daerah melakukan serangkaian penelitian, kampanye dan Penerbitan
Kebjiakan di tingkat Provinsi dalam bentuk Surat Edaran Gubernur NTB. Sementara gerakan
bersama di Kabupaten Kulon Progro dan Kabupaten Guning Kidul, berhasil mendorong
terwujudnya Dekralasi Seluruh Kepala Desa Untuk Pencegahan Perkawinan Anak, Kampanye
Pencegahan Perkawinan Anak oleh Forum Anak dan Penerbitan Peraturan Bupati. Upaya-upaya
pemerintah daerah ini perlu kita hargai karna lebih responsif dalam memandang perkawinan anak
dibandingkan dengan Pemerintah Nasional. Namun jumlah Kebijakan di tingkat Daerah dan Desa
tersebut masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah Kabupaten/koa dan Desa yang ada
di Indonesia.

Seminar Nasional tentang Percepatan Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak yang
diselenggarakan pada 12 September 2017 di Hotel Ibis Tamarin Jakarta, telah mengidentifikasi akar-
akar masalah perkawinan Anak dan Problem Hukum yang mengakibatkan tingginya Perkawinan
Anak di Indonesia. Seminar ini juga membahas tentang Program dan rencana penyempurnaan
kebijakan untuk menurunkan Perkawinan Anak di Jawa Barat, mengingat provinsi ini dihadapkan
pada problem tingginya Angka Perkawinan Anak. Disamping itu, seminar ini juga mengelaborasi
pengalaman Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul dalam merumuskan kebijakan dan kerja
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sama pemerintah daerah, pemerintah Desa dan masyarakat. Lebih lanjut Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan komitmennya dalam Pencegahan
perkawinan anak, dengan mendorong pelaksanaan Kota/Kabupaten Layak Anak, memberikan
penghargaan kepada Kabupaten/Kota yang berhasil melakukan pencegahan dan menurunkan
jumlah perkawinan anak melalui program dan kebijakan. Disamping itu, Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berencana untuk menyusun Rencana Aksi
Nasional (RAN) Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak.

Berdasarkan hasil Seminar Nasional Percepatan Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan anak,
menyepakati dan mendorong Pemerintah/Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. Percepatan pencegahan Perkawinan Anak, melalui penguatan substansi Hukum dilakukan
dalam wujudPerubahan atau Penerbitan Kebijakan termasuk dan tidak terbatas pada:

a. Perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan atau
penerbitan RUU/Perppu Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak.

b. Memperluas inisiatif pemerintah daerah dan Pemerintah Desa untuk menerbitkan
Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan
Anak.

c¢. Mendorong Penyusunan dan Penerbitan Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi
Daerah

2. Percepatan Pencegahan Perkawinan Anak melalui penguatan komitmen aparat dan pejabat
pelayanan publik melalui sinergi lintas sektor dan lintas bidang, perencanaan bersama dan
pengalokasian anggaran, mengefektifkan lembaga-lembaga yang diinisiasi pemerintah,
mengefektifkan mekanisme pemgawasan dan evaluasi di tingkat pemerintah.

3. Percepatan Pencegahan Perkawinan Anak dengan melibatkan masyarakat sipil dalam setiap
kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi.

4. Percepatan Pencegahan Perkawinan Anak melalui pengembangan budaya tidak menikahi
dan tidak menikahkan anak pada usia anak, mengutamakan pendidikan saat usia anak,
menggunakan pendekatan persuasif untuk mengingatkan orang tua agar tidak menikahkan
anaknya pada usia anak. Mendorong semua pihak untuk berpartisipasi dalam mencegah
terjadinya perkawinan Anak

5. Mengutamakan dan memastikan kepentingan terbaik anak serta partisipasi bermakna anak.
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Jakarta, 12 September 2017

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
KePPaK Perempuan
Mitra Perempuan
Plan International Indonesia
Aliansi Remaja Independen
Pimpinan Pusat Aisiyah
Asosiasi Antropologi Indonesia
Java Village
Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia
. Women Research Institute
. Yayasan Kesehatan Perempuan
. Koalisi Perempuan Indonesia Kabupaten Indramayu
. Koalisi Perempuan Indonesia Kabupaten Bogor
. Koalisi Perempuan Indonesia Kabupaten Sukabumi
. Koalisi Perempuan Indonesia Kabupaten Cirebon
. Koalisi Perempuan Indonesia Kabupaten Bandung
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. Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Jawa Barat

. BAPPEDA Kabupaten Cirebon

. BAPPEDA Kabupaten Indramayu

. BAPPEDA Provinsi Jawa Barat

. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
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. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

. Koalisi 18+

. Suara Kita

. Jurnal Perempuan

. Gerakan Perempuan Peduli Indonesia

. Perkumpulan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (PP3M)

. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu
. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon
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